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Abstrak 
  
Pembelajaran ekonomi yang bercirikan ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari Ideologi Pancasila. 
Akan tetapi makna Pancasila sebagai tonggak ekonomi kerakyatan masih sedikit termuat dalam 
buku-buku panduan pembelajaran yang sebetulnya hal itu mutlak ada untuk membelajarkan peserta 
didik. Tujuan dari penelitian ini adalah membangkitkan kesadaran para guru bahwa buku teks 
ekonomi SMA materi ajarnya identik dengan ekonomi liberalis kapitalis, sehingga sangat 
diperlukan revitalisasi materi-materi pembelajaran ekonomi. Melalui metode studi kepustakaan, 
penelitian ini akan membahas pengoptimalan, penambahan, dan pembenahan materi ajar ekonomi 
yang berbasis ekonomi kerakyatan. Hasil dari penelitan ini berupa tambahan materi pembelajaran 
ekonomi yang sangat penting dan diperlukan untuk kehidupan.  
 
Kata Kunci: ekonomi Pancasila, ekonomi  Kerakyatan, ekonomi liberalis kapitalis 
 
 
Pancasila sebagai dasar 
pandangan hidup bangsa Indonesia, 
dalam kenyataannya telah diterima 
oleh sebagian besar masyarakat 
Indonesia yang sangat beraneka 
ragam sifatnya. Dengan dasar-dasar 
kehidupan sosial-ekonomi yang 
berlandaskan pada tuntutan hidup 
yang disyaratkan oleh pancasila, 
diharapkan dalam jangka panjang 
mampu memberi petunjuk untuk 
mencapai cita-cita bangsa. Cita-cita 
yang dimaksud adalah mewujudkan 
tatanan masyarakat yang adil dan 
makmur yang merata, baik dalam hal 
material maupun spiritual. Namun 
demikian, diterimanya falsafah hidup 
tersebut oleh masyarakat Indonesia 
tidaklah berarti bahwa dasar tersebut 
dapat dilaksanakan dalam 
masyarakat, baik secara individual 
maupun kelompok-kelompok. 
Meskipun dasar kehidupan 
Pancasila telah diakui kebaikan dan 
kebenarannya oleh masyarakat, tetapi 
belum membudaya dan dilaksanakan 
dalam kehidupan sosial maupun 
ekonomi bangsa Indonesia. 
Begitupun pola dasar pendidikan di 
Indonesia, bepedoman pada Pancasila 
sebagai dasar untuk mewujudkan 
cita-cita bangsa. Dan dicetuskannya 
dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar (UUD) Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 dinyatakan 
bahwa salah satu tujuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Sejalan dengan amanat yang 
tertulis dalam UUD 1945 langkah 
pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional untuk 
meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
menjadi sebuah tujuan pendidikan 
nasional. Dasar tujuannya sudah jelas 
diakui baik dan benarya oleh 
masayarakat, tetapi pendidikan yang 
berlandaskan pancasila belum 
menjadi budaya bahkan semakin 
menghilang dasar pancasila dalam 
praktek pendidikan di Indonesia. 
Jika dilihat dari kacamata sejarah 
Indonesia dulunya masyarakat 
Indonesia yang memiliki nilai-nilai 
luhur berbudaya dan beragama. 
Kemudian datang para penjajah dari 
negara lain yang silih berganti 
menguasai negara Indonesia. Mereka 
mengambil dan merampas kekayaan 
bangsa Indonesia untuk dibawa ke 
negaranya masing-masing. Tidak 
hanya itu, yang lebih parahnya dan 
sampai sekarang masih tersisa bekas 
jajahan tersebut adalah nilai-nilai 
budaya barat dari penjajah yang 
masih tertanam kuat dibenak 
masyarakat. Indonesia pernah dijajah 
selama 350 tahun, dan dari jajahan 
tersebut tertanam dalam jiwa 
masyarakat Indonesia tentang 
ekonomi jajahan. Ekonomi jajahan 
adalah corak perekonomian hasil 
peningggalan negara-negara yang 
menjajah Indonesia. Walaupun sudah 
merdeka secara politik, ternyata 
Indonesia belum mampu 
menghapuskan sisa-sisa sistem 
jajahan itu. Ekonomi jajahan 
mengandung unsur liberalis kapitalis 
yang dihasilkan dari Eropa Barat. 
Negara di Eropa pada umumnya 
mempunyai keinginan untuk 
membuat negara yang dimana tempat 
mereka lahir menjadi negara yang 
kaya, menjadi negara yang diakui 
keberadaannya sebagai negara besar 
dengan sumber daya yang melimpah. 
Mereka tidak berhenti berkeliling 
dunia untuk mencari kekayaan itu. 
Mereka yang hendak singgah kesuatu 
tempat akan menghabiskan dan 
mengambil kekayaan dari tempat itu. 
National Conference On Economic Education  
Agustus 2016   
ISBN: 978-602-17225-5-8 
 
 
710 
 
Negara-negara yang menginginkan 
kekuasaan, timbul sikap tidak puas 
dengan apa yang mereka miliki. 
Dengan berjelajah keberbagai tempat 
masyarakat Barat ingin menguasai 
tempat yang disinggahi untuk 
memenuhi kebutuhan serta 
ambisinya. Hal ini misalnya terlihat 
kuat dalam ungkapan Soetrisno dalam 
karangannya yang dimuat dalam buku 
Ekonomi Pancasila Mubyarto dan 
Boediono (1983) bahwa masyarakat 
Barat pada umumnya mempunyai 
sikap hidup menguasai dan 
menaklukan jajahannya dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak 
puas dengan apa yang dicapai dan apa 
yang ada sehingga tertanam dalam 
diri mereka kebutuhan manusia tidak 
terbatas dan alat pemenuh kebutuhan 
selalu terbatas. 
Berbeda dengan budaya 
masyarakat Indonesia yang kental 
dengan adat ketimuran. Apa-apa yang 
dilakukan oleh masyarakat Indonesia 
dilandasi dengan sikap kecukupan, 
mau menerima segala apa yang 
diberikan oleh yang Maha Kuasa, 
tidak serakah dan menginginkan 
ketenangan dalam kepuasan lainnya. 
Dalam hidup bermasyarakat, budaya 
bangsa Indonesia senantiasa 
mencerminkan lebih senang 
menyesuaikan kebutuhan individual 
dengan kebutuhan masyarakat 
sekitarnya termasuk kebutuhan untuk 
gotong royong, upacara-upacara adat 
dan pada waktu sekarang upacara-
upacara Hari Kemerdekaan 
Indonesia, Hari Sumpah Pemuda dan 
lain sebagainya. 
Pengaruh yang ditimbulkan  
negara jajahan terhadap negara 
Indonesia berupa sistem kapitalis 
tidak hanya merambah pada sikap 
kapitalisme setiap warga Indonesia, 
tetapi juga sampai pada praktek 
pendidikan di Indonesia. Undang-
undang pendidikan sudah jelas 
tujuannya, kurikulumnya juga silih 
berganti demi tujuan penyempurnaan 
atau perbaikan sistem pendidikan 
nasional agar tercapai tujuan 
pendidikan nasional. Namun sampai 
pada penghujung turunan dari 
kurikulum yaitu standar kompetensi 
(SK) dan kompetensi dasar (KD) 
yang dibuat oleh pemerintah, 
menunjukkan hal bertolak belakang 
dengan tujuan utama pendidikan 
Indonesia khususnya untuk mata 
pelajaran ekonomi. Dampak yang 
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ditimbulkan sangat berpengaruh 
terhadap mata pelajaran ekonomi 
yang diajarkan kepada peserta didik. 
Buku penunjang pembelajaran lebih 
banyak membahas sistem pasar yang 
kapitalis, pengejaran kepuasan 
maksimal setiap individu dengan 
hanya menggunakan biaya yang 
kecil, dan persaingan dalam mencapai 
keuntungan yang besar. 
Dalam buku Pelajaran Ekonomi 
untuk siswa SMA banyak ditemukan 
contoh ajaran ilmu ekonomi yang 
tidak semestinya diberikan kepada 
peserta didik karena jika dipelajari 
buku tersebut tidak relevan dengan 
tujuan dasar bangsa Indonesia dan 
menjauh dari nilai moral Pancasila. 
Dalam ulasan makalah seminar 
bulanan yang dilakukan pusat studi 
ekonomi kerakyatan UGM 
(Universitas Gajah Mada) Prof. 
Mubyarto dan Awan Santosa (2004), 
teori yang dijelaskan dalam buku 
paket maupun buku penunjang 
pembelajaran ekonomi di SMA 
merupakan pilar dasar ilmu ekonomi 
dari Barat yang disusun dan 
diterapkan di Amerika, tentu saja hal 
itu akan mempengaruhi perumusan 
teori-teori selanjutnya, sehingga 
pengajaran teori-teori tersebut justru 
bertentangan dengan tujuan 
pendidikan untuk mendekatkan 
peserta didik pada realitas masalah 
sosial-ekonomi kongkrit di Indonesia. 
Sistem pasar kapitalis, mencerminkan 
ekonomi yang penuh dengan 
individualitas dalam persaingan. 
Pandangan hidup kapitalis dalam 
memenuhi kebutuhan sudah tentu 
bertentangan dengan pandangan 
hidup bangsa Indonesia yang selalu 
menjunjung tinggi akan nilai-nilai 
keseimbangan antara kepentingan 
material dengan kepentingan 
spiritual, antara kepentingan individu 
dengan kepentingan masyarakat dan 
negara. 
Fakta bahwa semua satuan 
pendidikan mengetahui 
perkembangan kurikulum terus 
berlanjut dengan mengikuti tatanan 
perkembangan zaman sehingga 
dibutuhkan pembaharuan kurikulum 
untuk tuntutan kearah penyempuman. 
Pembaharuan kurikulum yang 
dilakukan di Indonesia kurang lebih 
dilakukan setiap pergantian menteri. 
Tetapi dilemalah yang dihadapi 
pendidikan Indonesia pembaharuan 
kurikulum tidak sampai menyentuh 
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aspek paling bawah yang menjadi 
patokan langsung pembelajaran 
disekolah yaitu standar buku 
pegangan yang dipakai. Yang 
teramati dengan pergantian buku, 
bukannya buku yang isi materinya 
berganti tetapi sampul bukunya saja 
yang berganti mengikuti 
pembaharuan kurikulum. Sedangkan 
materi pembelajaran tetap mengikuti 
Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD) yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah.  
Dari paparan dan deskripsi  
singkat dari awal sampai akhir 
kiranya sangat diperlukan buku 
penunjang ekonomi kearah ekonomi 
yang bermoral Pancasila. Dengan 
bantuan dari kurikulum yang sudah 
dibuat oleh pemerintah paparan 
selanjutnya dalam penelitian ini akan 
dibahas bagaimana materi 
pembelajaran ekonomi yang 
diajarkan kepada peserta didik di 
SMA dengan tetap mengacu pada 
kurikulum dan ditambahkan sedikit 
modifikasi materi ajar. Maksudnya 
adalah dengan materi ajar sistem 
ekonomi dari buku teks diberikan 
penjelasan-penjelasan tambahan yang 
lebih tepat bagaimana perekonomian 
yang harus diwujudkan dan 
diterapkan di Indonesia khususnya 
tentang Demokrasi Ekonomi. 
Penyederhanaan materi ajar sistem 
perekonomian liberal kapital, sosialis 
yang memang penerapannya tidak 
tepat di Indonesia. 
Dengan acuan materi 
pembelajaran ini, diharapkan bagi 
siswa akan dimaknai secara batiniah 
dan kemudian diterapkan secara 
jasmaniah. Hal ini akan sesuai dengan 
tujuan pendidikan yaitu untuk 
meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa serta akhlak mulia begitu pula 
perekonomian yang didasarkan pada 
pasal 33 ayat 1, “Perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan”. 
Oleh karena itu, sangat dibutuhkan 
pengoptimalan, penambahan, dan 
pembenahan materi ajar ekonomi 
yang berbasis ekonomi kerakyatan. 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
1. Pentingnya Materi Sistem 
Ekonomi Kerakyatan 
Mengapa kepada siswa diajarkan 
materi tentang sistem ekonomi? 
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Pertanyaan ini terkait dengan 
idealisasi yang harus dipahami dan 
dimiliki oleh penyusun kurikulum 
dan guru ekonomi. Menurut Prof. Dr. 
Mubyarto (2004) yang harus 
diajarkan didalam kegiatan belajar 
mengajar yang terpenting adalah 
dengan mengikuti pandangan bahwa 
ilmu (materi) yang diajarkan tidaklah 
bebas nilai (value-free) melainkan 
justru sarat nilai. Pandangan ini 
menjawab keluhan guru-guru ilmu 
ekonomi yang merasa menghadapi 
kesulitan dalam menyelaraskan 
kenyataam dengan materi sistem 
ekonomi nasional yang akan 
diajarkan. Guru ekonomi harus 
mempunyai visi dan idealisme 
mengapa sistem ekonomi nasional 
begitu penting untuk diajarkan 
kepada siswa. Mengajarkan sistem 
ekonomi patut dipahami sebagai 
upaya mengembangkan sistem 
ekonomi nasional yang sesuai dengan 
tujuan nasional yaitu keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Kepada siswa perlu disampaikan 
pemahaman bahwa sistem tidak lain 
dari aturan main. Jadi sistem ekonomi 
adalah aturan main yang menjadi 
pedoman umum tindakan-tindakan 
setiap pelaku ekonomi. Pengajaran 
sistem ekonomi sebagai upaya 
mengembangkan dan memperbarui 
sistem ekonomi yang khas Indonesia 
justru berubah menjadi tempat 
mengukuhkan dominasi sistem dan 
paham ekonomi konvensional. 
Gagasan-gagasan sistem ekonomi 
nasional dari para pemikir-pemikir 
ekonomi bangsa sendiri tidak 
mendapat perhatian yang memadai. 
Materi apa tentang sistem 
ekonomi yang seharusnya diajarkan?  
Pertanyaan ini mengarahkan pilihan 
pada materi-materi ajar yang relevan 
dan bermanfaat bagi siswa, 
khususnya dalam kontek pengajaran 
sistem ekonomi. Relevan berarti 
materi sistem ekonomi harus bersifat 
kontekstual, mengajarkan idealita 
sekaligus realita sistem ekonomi yang 
dikaitkan dengan sistem nilai sosial-
budaya bangsa Indonesia. Untuk itu 
materi Sistem Ekonomi Pancasila 
menjadi alternatif yang lebih masuk 
akal untuk diajarkan dan 
dikembangkan bersama. 
2. Materi Sistem Ekonomi 
Kerakyatan 
Menurut Prof. Djatmika (2004) 
yang lebih menekankan sistem 
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perekonomian Indonesia harus sesuai 
dengan pasal 33 UUD 1945 
mengatakan bahwa Indonesia 
memiliki filosofi ideologis yang dapat 
meningkatkan dan mempertahankan 
bangsa ini untuk menjadi sama 
ekonomi dengan negara lain, jika 
diterapkan dengan benar. 
Karakteristik utama dari filosofi ini 
adalah kerjasama antara pemerintah, 
perusahaan swasta, dan kerja sama, 
dan kemandirian yang merupakan 
dasar dari perekonomian Indonesia 
sebagaimana tercantum dalam Bab 33 
UUD 1945. Pendapat ini diperkuat 
dengan pernyataan Sadikin (2011) 
Dalam hal ini berarti bahwa strategi 
pembangunan yang disusun harus 
lebih berpihak kepada kepentingan 
kegiatan ekonomi rakyat kebanyakan, 
berdasarkan azas moral ekonomi 
kekeluargaan atau demokrasi 
ekonomi, dengan tidak lupa 
memperhatikan aspek kelestarian 
lingkungan hidup. Konsep ekonomi 
yang sejalan dengan itu berkenaan 
dengan sistem ekonomi kerakyatan 
(people’s economy). Eekonomi rakyat 
sendiri adalah sebagai kegiatan 
ekonomi atau usaha yang dilakukan 
oleh rakyat kebanyakan (popular) 
yang dengan secara swadaya 
mengelola sumberdaya ekonomi apa 
saja yang dapat diusahakan dan 
dikuasainya. Secara normatif, moral 
filosofis sistem ekonomi kerakyatan 
sebenarnya sudah tercantum dalam 
UUD ‘45, khususnya pasal 33, yang 
jika disederhanakan bermakna bahwa 
perekonomian bangsa disusun 
berdasarkan demokrasi ekonomi 
dimana kemakmuran rakyat 
banyaklah yang lebih diutamakan 
dibandingkan kemakmuran orang 
perorangan. Kemudian, karena bumi, 
air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya adalah 
pokok-pokok atau sumber-sumber 
kemakmuran rakyat, maka hal 
tersebut berarti harus dikuasai dan 
diatur oleh negara untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 
METODE 
 
Untuk mendapatkan data dan 
informasi yang di perlukan. Penulis 
menggunakan metode telaah buku 
cetak serta media buku elektronik 
(BSE) dan literatur kepustakaan. 
Adapun teknik-teknik yang 
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dipergunakan adalah sebagai berikut: 
1. Collecting Data 
Pada metode ini, penulis 
mengumpulkan data-data yang 
berkaitan dengan masalah karya 
ilmiah penulis yakni dari buku cetak 
ekonomi SMA terbitan perusahaan 
swasta dan buku sekolah elektronik 
ekonomi SMA dari pemerintah.  
2. Study Pustaka  
Di metode ini penulis membaca 
buku-buku dan literatur pustaka yang 
berhubungan dengan penulisan karya 
ilmiah dan berkaitan tentang ekonomi 
kerakyatan.  
3. Metode telaah Media informasi dan 
literatur buku. Pada metode ini 
penulis membaca artikel dan literatur 
buku tentang ekonomi kerakyatan. 
Sehingga muaranya sampai tersusun 
menjadi materi-materi sistem 
ekonomi yang siap untuk digunakan 
dalam kegiatan pembelajaran 
disekolah-sekolah. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Tinjauan Beberapa Buku Teks 
Mata Pelajaran Ekonomi 
Materi ajar yang selama ini 
diajarkan kepada peserta didik dalam 
mata pelajaran ekonomi mengikuti 
apa yang ada dalam buku teks. Dilihat 
dari berbagai penjelasan ada beberapa 
kajian tertulis yang membahas sistem 
ekonomi yang pernah diterapkan di 
Indonesia. Kajian dilihat dari buku 
kurikulum KTSP SMA kelas X, yaitu 
1 buku cetakan dari penerbit swasta 
sedangkan 9 buku cetakan dari 
pemerintah yang diterbitkan lewat 
Buku Sekolah Elektronik (BSE). Dari 
telaah setiap buku, penjelasan dan 
pembahasan jelas melebihkan unsur 
penerapan ekonomi secara liberalis 
kapitalis. Sedangkan untuk materi 
ajar sistem perekonomian dibahas 
secara khusus, ada yang 
menambahkan materi sistem 
demokrasi ekonomi, sistem ekonomi 
kerakyatan, dan sistem ekonomi 
pancasila dalam setiap sub bab 
materi. Tetapi pembahasannya hanya 
sedikit sekali, dari 10 buku, 4 buku 
tanpa pembahasan sistem 
perekonomian Indonesia dan 6 buku 
membahas sistem perekonomian 
Indonesia dengan masing-masing 
istilah sistem demokrasi ekonomi, 
sistem ekonomi kerakyatan, dan 
sistem ekonomi pancasila. 
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Lebih rinci lagi pembahasan 
mengenai perekonomian Indonesia 
sangatlah sedikit. karena diawal 
sudah dipaparkan begitu banyak 
materinya tetapi secara menyeluruh 
megarah pada penjabaran sistem 
liberal kapitalis dan sosialis. Giliran 
pembahasan perekonomian Indonesia 
hanya dikupas sedemikian rupa tanpa 
disaring dengan lebih nyata akan 
makna perbedaan sistem ekonomi 
sosialis, kapitalis, serta campuran 
yang mendasar dan berbeda 
penerapannya di Indonesia. Lebih 
lanjut dalam jurnal pendidikan yang 
dikutip dari Witjaksono (2013), 
cakupan materi pelajaran ekonomi 
disekolah seharusnya disimak 
terlebih dahulu, kemudian dilakukan 
seleksi manakah konsep-konsep yang 
subtansial relevan dengan konsep 
ekonomi Pancasila, mana yang tidak 
cocok, dan bertentangan, sehingga 
guru dan siswa tidak saja mengenal 
lebih dalam tentang konsep-konsep 
dasar yang harus dipelajari dan yang 
harus dihindari, tetapi sampai pada 
bagaimana menerapkannya dalam 
konteks kehidupan nyata.  
Jadi jelaslah yang demikian, 
kalau setiap pembahasan materi ajar 
ekonomi yang pertama diajarkan 
adalah tentang sistem perekonomian 
Indonesia yang Berpancasila, 
memperbanyak pembahasan materi 
ajar yang berlandaskan perekonomian 
Pancasila, mengaitkan pembahasan 
sistem perekonomian sosialis, 
kapitalis, dan campuran dengan 
sistem perekonomian pancasila 
dengan menunjukkan jiwa ekonomi 
bangsa Indonesia yang paling tepat 
dan yang paling cocok adalah 
perekonomian yang Berpancasila, 
dan menerapkan, ataupun jika sulit 
diterapkan dalam kehidupan nyata 
khususnya buat peserta didik maka 
dilakukan cara lain yaitu dengan 
siswa diberikan tugas untuk 
mengamati, melakukan wawancara, 
menganalisis hasil pengamatan dan 
wawancara untuk 
menginterpretasikan hasil observasi 
setiap peserta didik, hal ini dapat 
dilakukan secara individu atau secara 
berkelompok. 
 
2. Dipergunakan UUD 1945 Pasal 
33 dalam Bahasan Materi 
Pembelajaran Permasalahan 
Ekonomi serta Peranan 
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Pemerintah dalam 
Perekonomian 
Dari pembahasan masing-masing 
buku teks ekonomi untuk SMA kelas 
X pokok bahasan permasalahan 
ekonomi kiranya kesimpulan yang 
dapat disampaikan untuk 
memberikan gambaran sepintas 
peranan pemerintah dalam kegiatan 
dan kehidupan perekonomian 
mempunyai kaitan yang erat dan tak 
terpisahkan. 
(1) Sistem ekonomi liberal. Pada 
sistem ini pemecahan terhadap tiga 
masalah dasar ekonomi, yaitu: 
“barang apa yang akan 
dihasilkan?”. “Bagaimana barang 
itu dihasilkan?”. “Dan untuk siapa 
barang itu dihasilkan?”. (untuk 
siapa) ditangani oleh individu-
individu yang bergerak disektor 
swasta dan diatur oleh mekanisme 
harga atau mekanisme pasar. 
Dalam usaha pemenuhan 
kebutuhan bangsa dalam bidang 
ekonomi, pemerintah hanya 
bertindak sebagai polisi saja yang 
mengawasi jalannya kegiatan dan 
kehidupan perekonomian negara 
dan hanya ikut campur tangan 
untuk waktu tertentu saja jika 
terjadi gangguan pada proses 
mekanisme harga dalam 
mewujudkan alokasi optimal 
sumber-sumber ekonomi. 
(2) Sistem ekonomi terpimpin atau 
komando pada sistem ini, 
pemecahan masalah “apa”, 
“bagaimana” dan “untuk siapa” 
ditangani sendiri oleh pemerintah 
dan diatur oleh badan perencanaan 
pusat. Jadi perusahaan-perusahaan 
yang ada dalam perekonomian 
pada prinsipnya dikuasai atau 
diatur oleh pemerintah dalam 
berbagai aspek kegiatan produksi 
dan distribusi. 
(3) Sistem ekonomi campuran. Pada 
sistem ini eksistensi sektor swasta 
terdapat pula Badan Perencana 
negara yang merencanakan arah 
dan perkembangan ekonomi sesuai 
dengan sasaran atau tujuan yang 
telah ditetapkan. Untuk memenuhi 
kebutuhan perekonomian bangsa, 
maka pemecahan terhadap 
masalah “Apa”, “Bagaimana”, dan 
“Untuk siapa” ditangani secara 
bersama-sama oleh swasta dan 
pemerintah. Dengan demikian 
terdapat pula perusahaan-
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perusahaan yang ditangani oleh 
pemerintah. 
Besarya peranan pemerintah 
dalam kegiatan perekonomian dapat 
dikatakan bervariasi di antara negara-
negara penganut sistem ekonomi ini 
dan hal ini tentunya dipengaruhi oleh 
potensi dan kondisi ekonomi masing-
masing negara serta aspirasi 
masyarakatnya. 
Dari ketiga sistem ekonomi 
tersebut, maka jelas yang pertama dan 
ke dua dinyatakan tidak sesuai 
dengun keadaan dan masyarakat di 
Indonesia setelah secara bergantian 
diterapkan yaitu yang pertama 
berkisar 10 tahun dan yang kedua 
sekitar 7-8 tuhun lamanya. Pada 
sistem ekonomi campuran juga belum 
diketahui ketepatan penerapannya di 
Indonesia, karena sejak pemerintah 
Orde Baru melaksanakan program-
program ekonominya. dinyatakan 
bahwa yang dianut adalah 
“Demokrasi Ekonomi” yang memang 
tersirat dan tersurat dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Dengan 
Demokrasi ekonomi dirasakan 
terdapat kemajuan dalam bidang 
ekonomi yang cukup berarti. namun 
dirasakan pula masih adanya hal-hal 
yang perlu untuk diperbaiki 
khususnya lembaga itu sendiri 
memerlukan penyempumaan untuk 
perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi pembangunan. 
Perlu diketahui sebelum 
amanden berdasarkan UUD 1945 
pasal 33 makna “demokrasi 
Ekonomi” tersirat dalam penjelasan 
dibawahnya dan tidak tertulis dalam 
pasal 33 UUD 1945. Setelah 
amandemen pada tahun 2002 makna 
“demokrasi Ekonomi” tertulis dalam 
tambahan pasal 33 ayat 4 yang 
berbunyi “Perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional”. Dan amandemen ini yang 
berlaku sampai saat ini di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 
Salah satu aspek yang dirasakan 
perlu dibahas adalah peranan 
pemerintah dalam kegiatan dan 
kehidupan perekonomian yang 
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tentunya harus diarahkan kepada 
perekonomian yang Berpancasila. 
 
A. Dasar Demokrasi Ekonomi 
Dalam beberapa buku teks 
elektronik ekonomi diambil 
penjelasan ciri-ciri sistem Ekonomi 
Demokrasi, yaitu dari bukunya 
Ismawanto (2009). Lebih jelas ciri 
dibawah ini di kutip langsung dari 
TAP MPR tentang Pembaharuan 
Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, 
Keuangan Dan Pembangunan (1996), 
Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi 
demokrasi: 
1. Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
2. Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara. 
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai 
negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran rakyat. 
4. Sumber-sumber kekayaan dan 
keuangan negara digunakan 
dengan permufakatan lembaga-
lembaga perwakilan rakyat serta 
pengawasan terhadap 
kebijaksanaannya ada pada 
lembaga-lembaga perwakilan 
rakyat pula. 
5. Fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh negara. 
6. Warga negara memiliki kebebasan 
dalam memilih pekerjaan yang 
dikehendaki serta mempunyai hak 
akan pekerjaan dan penghidupan 
yang layak. 
7. Hak milik perorangan diakui dan 
pemanfaatannya tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan 
masyarakat. 
8. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi 
setiap warga negara 
dikembangkan sepenuhnya dalam 
batas-batas yang tidak merugikan 
kepentingan umum. 
 
Untuk mengatasi permasalahan 
sebagai akibat kegiatan pembangunan 
ekonomi yang timpang, maka 
dipergunakan Undang-Undang Dasar 
1945 sebagai landasan konstitusional, 
terutama Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 yang 
merupakan dasar daripada Demokrasi 
Ekonomi dan tentunya hal ini 
landasannya adalah Pancasila, Pada 
pasal tersebut dinyatakan bahwa: 
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(1) Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh Negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleb Negara dan 
dipergunakan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 
Berdasarkan pasal 33 ini, maka 
dapat dikemukakan bahwa untuk 
memecahkan tiga masalah dasar 
ekonomi yaitu: “Apa”, “Bagaimana” 
dan “Untuk siapa” ditangani oleh 
koperasi, swasta dan Pemerintah. 
Yang paling cocok untuk pelaksanaan 
ayat 1 adalah koperasi. Ayat 2 
menunjukkan adanya peranan 
Pemerintah dalam kegiatan dan 
kehidupan perekonomian, tetapi 
dalam batas-batas tertentu. yaitu 
hanya pada cabang-cabang produksi 
yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak. 
Tentu saja kegiatan ekonomi di luar 
sektor Pemerintah dan koperasi, 
ditangani oleh 
perusahaan-perusahaan swasta. 
Perusahaan swasta ini sebenamya 
dapat dilaksanakan berdasarkan jiwa 
ayat 1, yaitu berdasarkan atas asas 
kekeluargaan. 
Sebagai contoh, untuk merintis 
usaha bangunan, dapat dikemukakan 
pada kegiatan pembuatan/ 
pemborongan bahan-bahan 
bangunan. Si pemborong atau 
manajer perusahaan A yang dimaksud 
tidak perlu selalu mengusahakan unit 
pertukangan kayu sendiri dalam 
perusahaannya untuk membuat pintu-
pintu bangunan serta mengerjakan 
plafon dan sebagainya. Juga tidak 
perlu untuk membentuk satu unit 
perusahaan produksi batu bata, unit 
produksi kapur dan batu fondasi dan 
sebagainya, tetapi mereka dapat 
bekerjasama secara kekeluargaan 
untuk bergerak dengan satu kesatuan 
tindakan, sehingga masalah modal 
yang dihadapi sedikit banyaknya 
sudah dapat ditanggulangi secara 
umum. Demikian pula halnya jika ada 
perusahaan pembuatan mobil dapat 
diusahakan dari berbagai perusahaan 
secara kekeluargaan dengan satu 
merek. Cara yang demikian ini 
sebenamya bukanlah monopoli, tetapi 
merupakan usaha bersama untuk 
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saling menghidupi, sebab bila modal 
si pemborong kecil, tentunya tidak 
mampu untuk menangani banyak 
kegiatan pembuatan bangunun dan 
hal ini berarti bahwa perusahaan-
perusuhaan besar akan menangani 
lebih banyak proyek bangunan. 
Dalam keadaan yang demikian. 
yang besar semakin besar, dan yang 
kecil tetap kecil. Di lain pihak untuk 
mempercepat laju pembangunan 
diperlukan perusuhaan-perusahaan 
besar yang semakin banyak guna 
mengembangkan kewiraswastaan. 
Yang jelas adalah daya kreatifitas dan 
eksistensi yang demikian itu 
dimungkinkan dalam Demokrasi 
Ekonomi, sebagaimana dinyatakan 
pada ciri-ciri sebagai berikut: 
- Warga Negara memiliki 
kebebasan dalam memilih 
pekerjaan yang dikehendaki serta 
mempunyai hak akan pekerjaan 
yang layak. Hal ini sejiwa dengan 
Pasal 27 ayat 2 Undung-Undang 
Dasar 1945. 
- Hak milik perseorangan diakui dan 
pemanfaatannya tidak beleh 
bertentangan dengan kepentingan 
masyarakat. 
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi 
setiap Warga Negara 
diperkembangkan sepenuhnya 
dalam batas-batas yang tidak 
merugikan kepentingan umum. 
Jadi, tegasnya bahwa bentuk-
bentuk kegiatan ekonomi swasta 
dibenarkan sejauh itu tidak 
bertentangan dengan kepentingan 
umum atau selama tidak mengandung 
unsur ciri-ciri negatif Demokrasi 
Ekonomi Indonesia. 
Selanjutnya pasal 33 ayat 3 bila 
dikaji secara mendalam menunjukkan 
bahwa peranan Pemerintah bisa lebih 
Iuas dari apa yang digariskan pada 
ayat 2, namun peranan yang lebih luas 
ini ada pembatasnya yang tertera juga 
dalam pasal tersebut yaitu 
dipergunakan sebesar-besarya 
kemakmuran rakyat. Untuk 
menciptakan kemakmuran rakyat 
yang sebesar-besarya tidaklah berarti 
bahwa Pemerintah harus menangani 
semua lapangan kegiatan dalam 
perekonomian, karena hal ini jelas 
bertentangan dengan Demokrasi 
Ekonomi Indonesia. 
Namun demikian dapat terjadi 
bahwa berdasarkan kemampuan 
sektor swasta dan koperasi yang ada 
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pada suatu saat tertentu belumlah 
dapat menjangkau sepenuhnya apa 
yang diharapkan ditangani sesuai 
dengan pengaturan dalam Demokrasi 
Ekonomi tersebut. Sehingga 
memerlukan partisipasi Pemerintah 
dalam menunjang kegiatan 
perekonomian secara lebih luas. Akan 
tetapi tidaklah berarti bahwa kegiatan 
itu berakibat mengurangi tingkat 
perkembangan kesejahteraan 
masyarakat bila dilihat secara 
menyeluruh. Bahkan bila partisipasi 
pemerintah yang lebih luas ini dalam 
perekonomian hanya diperkirakan 
mampu mempertahankan tingkat 
perkembangan kesejahteraan yang 
telah ada, maka sebaiknya kegiatan 
dalam bidang ekonomi yang 
dimaksud tidak dilaksanakan dan bila 
perlu mengusahakan bidang kegiatan 
ekonomi lainnya yang dapat lebih 
mengembangkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Cara yang demikian ini dapat 
mengarah kepada perwujudan tingkat 
kesejahteraan dan keadilan yang lebih 
baik dalam kehidupan ekonomi 
Negara. Keadilan dapat diketahui 
terwujudnya dari penilaian 
masyarakat, terutama melalui 
lembaga-lembaga perwakilan rakyat. 
Dari uraian di atas jelas menunjukkan 
bahwa peranan Pemerintah dalam 
kegiatan dan kehidupan 
perekonomian bukan bertujuan untuk 
menggeser koperasi dan swasta, 
tetapi saling menghidupi. Akan tetapi 
dengan cara ini tidaklah berarti bahwa 
persaingan telah hilang sama sekali. 
Persaingan tetap ada dan sifatnya 
adalah konstruktif (membangun) 
guna menunjang perkembangan 
dalam masyarakat secara lebih baik 
dan bermanfaat. Persaingan 
dibenarkan dalam ciri-ciri Demokrasi 
Ekonomi, sebab dinyatakan bahwa: 
“potensi, inisiatif dan daya kreasi 
setiap Warga Negara 
diperkembangkan sepenuhnya, dalam 
batas-batas yang tidak merugikan 
kepentingan umum”. 
Peranan pemerintah lainnya 
berdasarkan ciri daripada Demokrasi 
Ekonomi masih ada, yaitu: “fakir 
miskin dan anak-anak yang terlantar 
dipelihara oleh Negara”. Akan tetapi 
berdasarkan rasa saling menghidupi 
dan tenggang-menenggang, maka 
kegiatan tersebut banyak pula 
ditangani oleh sektor swasta atau 
kalau lebih dispesifikasikan lagi yaitu 
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badan-badan sosial yang sering pula 
mendapat subsidi atau bantuan dari 
Pemerintah. 
 
B. Dasar Spiritual terhadap 
Peranan Pemerintah dalam 
Perekonomian 
Pancasila adalah falsafah negara 
Republik Indonesia yang mempunyai 
sila Ketuhanan yang Maha Esa yang 
tidak terlepas dari sila-silanya, yaitu 
kemanusiaan yang adil dan beradab, 
persatuan Indonesia, dan kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/ perwakilan, serta 
dengan mewujudkan keadalian sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dengan demikian seyogyanya Sistem 
Ekonomi Pancasila yang disepakati 
secara nasional ini didukung oleh 
pandangan spiritual keagamaan yang 
dapat diterima oleh rakyat Indonesia. 
Tentu saja berbagai agama akan 
memberikan tinjauannya dalam hal 
ini sesuai dengan ajaran agamanya, 
akan tetapi dalam bahasan ini hanya 
akan dikemukakan sepintas mengenai 
pandangan agama islam terhadap 
perekonomian. 
Orang Islam mengakui adanya 
peranan Pemerintah di samping 
sektor swasta. Orang-orang kaya 
diperintahkan untuk meringankan 
beban orang miskin melalui 
pengorbanan harta, tetapi hal itu 
tidaklah selalu berarti bahwa 
pemberian harta secara cuma-cuma. 
Pengorbanan dilihat dari segi 
ekonomi. tentunya dapat juga berarti 
investasi yang dilukukan oleh mereka 
yang memiliki modal. Selanjutnya 
bagi golongan miskin yang sabar 
diperintahkan untuk bekerja keras 
mengusahakan perbaikan dirinya dan 
saling menghormati dengan 
saudara-saudaranya yang kaya. 
Pemerintah diperintahkan untuk 
berlaku adil terhadap masyarakat 
yang dipimpin dengan 
mengembangkan segala 
kebijaksanaan uutuk menghilangkan 
jurang pemisah antara golongan 
miskin dengan yang kaya, sehingga 
dapat menggembirakan semua 
lapisan masyarakat. Jelas hal tersebut 
akan membawa pula kepada 
kerukunan nasional dalam 
masyarakat. 
Dalam Demokrasi Ekonomi juga 
ditekankan adanya sektor swasta dan 
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koperasi dan tujuan yang ingin 
dicapai adalah masyarakat adil dan 
makmur dan dalam agama Islam juga 
perekonomian untuk menciptakan 
masyarakat adil dan makmur yang 
diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
Jadi pada prinsipnya pandangan 
spiritual agama Islam mendukung 
tujuan yang ingin dicapai dalam 
pembangunan Negara Indonesia. 
Suatu hal yang sangat 
menentukan bagi prospek 
keberhasilan pembangunan adalah 
pengaruh lingkungan dan sikap 
mental daripada masyarakat. Hal ini 
dapat diusahakan untuk diatasi 
melalui pendekatan spiritual 
keagamaan, pemuka-pemuka 
masyarakat dan yang paling 
fundamental sebagai alat pemersatu 
bangsa adalah melalui penghayatan 
dan pengamalan Pancasila dan hal ini 
mutlak diperlukan dalam usaha 
pengembangan, ekonomi yang 
berorientasi pada ideologi Pancasila 
itu sendiri. 
Cara yang ditempuh oleh Negara 
Indonesia melalui pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya adalah 
yang paling tepat, dan jelas hal ini 
perlu diusahakan perwujudan 
hubungan yang baik antara manusia 
dengan Tuhannya, manusia dengan 
sesamanya dan manusia dan alam 
sekitarnya. Pembangunan di bidang 
ekonomi perlu menjamin pula 
perwujudan pembangunan 
masyarakat dari aspek spiritual 
keagamaan dan tidak boleh 
bertentangan satu sama lainnya, demi 
terwujudnya suatu keutuhan bangsa 
menuju masyarakat adil dan makmur. 
Cara lain yang harus dilakukan 
untuk mengubah sikap mental 
masyarakat dalam berusaha adalah 
mengadakan proyek-proyek 
perintis/percontohan, dan setelah 
mulai terasa partisipasinya 
masyarakat dalam bidang tersebut, 
maka pemerintah mengalihkan 
kegiatannya ke bidang lain. Kegiatan 
yang demikian ini tidak perlu 
pemerintah selalu memperhitungkan 
keuntungan material, sebab investasi 
yang tidak menguntungkan dalam 
suatu hal dapat ditutupi dari 
perpajakan melalui peningkatan 
partisipasi masyarakat. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
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Tujuan pendidikan dan 
perekonomian saling beriringan dan 
saling melengkapi. Banyak negara 
yang meyakini sebuah negara yang 
memiliki bekal pendidikan akan 
cenderung menuai sukses ekonomi. 
Hal ini merupakan suatu contoh 
pengaruh pendidikan terhadap 
aktivitas ekonomi masyarakat dalam 
suatu negara. 
Oleh karena itu, berangkat dari 
nilai luhur moral bangsa Indonesia 
yang menjunjung tinggi persatuan, 
kebersamaan, alangkah baiknya 
pendidikan diupayakan sesuai tatanan 
nilai tersebut. Setelah hal ini 
dilakukan akan menyadarkan kepada 
setiap elemen masyarakat bahwa 
yang dipandang paling benar saat ini 
adalah keperluan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia secara 
menyeluruh melalui tatanan 
pendidikan yang Berpancasila. 
Pembenahan materi ajar yang 
menjadi titik tumpu kelangsungan 
pendidikan yang berasaskan 
kekeluargaan menjadi mutlak untuk 
dilakukan. Karena sumber pendidikan 
menjadi caranya dan sumber 
kesejahteraan masyarakat 
diwujudkan melalui pembenahan 
pendidikan yang harus diprioritaskan. 
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